PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon: 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor | Tahun 2012 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS telah disetujui bersama
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan
berdasarkan Keputusan Bersama Nomor 188.342/10211/Kep-DPRD/2011
dan Nomor 188.342/24399 tanggal 22 Desember 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dipandang perlu membentuk Peraturan Walikola Medan tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;

(=ers

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1685,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



10.

11.

13.

14,

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456):

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pomografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kecamatan  Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati 11 Karo,
Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di
Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab.
Dati 11 Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan
Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan
Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati Il Medan dalam
Wilayah Propinsi Dati | Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);




Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21.

24

25.

26,

Peraturan  Pemerintah  Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten -
Kabupaten Dati  Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli
Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati 11
Medan dalam Wilayah Propinsi Dati 1 Sumatera Utara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daersh Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737y,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor
Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5211);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional;

Keputusan  Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/iV/2004 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HTV dan AIDS di Tempat Kerja;

. Keputusan  Menteri  Kesechatan Nomor 567 tshun 2006 tentang

Penanggulangan HIV pada Pecandu Narkoba Suntik:

Usulan Keputusan Menteri Keschatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor
02PER/MENKO/KESRA/V/2007  temtang  Kebijakan  Nasional
Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk
Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman

Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah:

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN
AIDS.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan ini diserahkan kepada:

a, RSUD dr.Pirngadi Kota Medan;

b. Dinas Kesehatan Kota Medan; dan

¢. Bagian Adiministrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota

Medan.



Pasal 2
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota,
Pasal 3
(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang
mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Maret 2012

WALIKOTA MEDAN
dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

thi/

Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 10




